BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2019 KEMENPORA. Gubernur Wakil Pemerintah Pusat.
Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pelimpahan
Urusan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan ketentuan Pasal 4
ayat (3) huruf c¢ Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;
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Mengingat

Menetapkan

-2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN
2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
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Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintah yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan
untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga
serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi
sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi

pemerintah.
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10.

11.

(1)

(2)

(1)
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Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disingkat RKAKL adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Penyelenggaraan  Dekonsentrasi  bertujuan  untuk
meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat di dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan

keolahragaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3
Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di

bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur
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sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019.

Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilimpahkan kepada

bupati/wali kota maupun kepada kepala desa.

Bagian Kedua

Kegiatan Dekonsentrasi

Pasal 4

Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi tahun
anggaran 2019 dilaksanakan untuk program
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan terdiri
atas:
a. Peningkatan Wawasan Pemuda;
b. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus

Olahraga; dan
c. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.
Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan untuk
kegiatan bersifat nonfisik, yang menghasilkan keluaran
yang tidak menambah asset tetap.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan
sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas
administratif dan/atau pengadaan input berupa barang
habis pakai dan/atau aset tetap.
Penentuan besarnya alokasi dana penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis,
dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik
kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan
Olahraga.
Penyusunan konsep DIPA harus memperhatikan indikasi
program, kegiatan, alokasi anggaran, dan lokasi kegiatan

yang dituangkan dalam RKAKL atau Satuan Anggaran



